
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Analisis terhadap penyimpangan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam
penjualan tanah matang : studi kasus pada perusahaan pengembang
Library Harun, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=99323&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Tanah yang luas dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak seenaknya saja untuk dimiliki oleh masyarakat tanpa

adanya pengaturan akan kebutuhan perumahan tersebut, adanya instansi yang terkait dengan interaksi

tersebut baik segi pemerintah, swasta dengan masyarakat yang ingin memiliki rumah. Objek atas tanah yang

dilukakan dalam perumahan berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah maupun tanah yang

berupa tanah kavling yang dilakukan pematangan terlebih dahulu sebelum tanah itu dijual kepada

masyarakat yang membutuhkan rumah. Hubungan hukum tersebut berupa tanah yang dibebaskan untuk

dimiliki yang kegiatannya dilaksanakan oleh swasta (perusahaan pengembang) untuk kemudian dijual

kepada masyarakat yang membutuhkan berupa tanah matang. Adanya kepentingan pemerintah dengan

hubungan hukum itu terutama dengan kepentingan untuk melaksanakan roda perekomian pemerintah berupa

pemungutan pajak atas transaksi jual-beli tanah dalam bentuk BPHTB dan PPN karena adanya transaksi

perusahaan dengan pihak lain dengan tanahnya berupa pematangan tanah. Pajak yang timbul dari

pematangan tanah yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pungutan atas PPN atas tanah matang masih

banyak yang belum mengetahuinya, karena PPN dipungut atas pertambahan nilai dari penyerahan BKP/JKP,

sehingga masih banyak yang belum melakukan pemotongan pajak tersebut. Pemotongan pajak ini harus

dilakukan sesuai dengan pembukuan peraturan perpajakan dan harus dilakukan pencatatan pembukuan

untuk kepentingan perpajakan, tetapi tidak dilakukan oleh Perusahaan Pengembang yang menyebabkan

adanya penyimpangan, oleh kekurangan-mengertian staf pelaksana perusahaan walaupun peraturan yang ada

cukup jelas. Bisa juga terjadi karena adanya unsur kesengajaan dengan memanfaatkan celah hukum yang

kurang mengaturnya. Untuk itu bahasan yang kami lakukan dengan adanya penyimpangan dari pengenaan

PPN. Biar bagaimanapun tidak ada peraturan yang dibuat Secara sempurna semakin ada peraturan semakin

timbul adanya penyimpangan dengan memanfaatkan celah hukum tersebut.
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